
GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR ll TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGUI,ANGAN BENCANA

DAERAH, KEBAKARAN, DAN PEI{YELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20Ol Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Menimbang

Mengingat 1.

c

3. Undang-Undang..... / 2

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan
fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kebakaran, dan Penyelamatan;
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J Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O26 tentang
Penyesuaian Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O26 tentang Penyesuaian Pidana
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Talnbahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaral Negara Republik lndonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahttn
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
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9. Peraturan Pemerintah..... / 3
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terrlang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 3Ol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O2L terrtang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahwr 2025 Nomor 163);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l lerrtang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6731);

12. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembenfukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 283);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 lBerila Negara
Republik Indonesia Tahun 2O25 Nomor 727);

16. Peraturan Menteri...../4
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025
tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata
Kerja Penalggulangan Bencana Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);

17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun
2025 tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MeNetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGUI-A.NGAN BENCANA DAERAH,
KEBAKARAN, DAN PET{YELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Papua

Tengah.
5. Sekretaris Daerah, yalg selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah da-lam
penyelenggaraal Urusal Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kebakaran, dan Penyelamatan.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Kebakaran, dan Penyelamatan.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan.
10. Bidang adalah Bidang pada Badal.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Badan.
13. Kelompok Jabatan Fungsiona,l yang selanjutnya disebut

Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
darr tugas berkaitan dengan pelayanan fulgsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

74. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagr pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerl'a yang bekerja pada instansi
pemerintah.

BAB rr...../5
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BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasil2
(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

di bidang bencana daerah serta bidang penanganan
kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.

(21 Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Program dan Pelaporan;
2. Subb^gan Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
membawahkan:
1. Sutrbidang Pencegahan;
2. Subbidang Kesiapsiagaan; dan
3. Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini.

d. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan, membawahkan:
1. Subbidang Pemadaman dan Penyelamatan;
2. Subbidang Investigasi dan Pencegahan

Kebakaran; dan
3. Subbidang Pelatihan dan Operasi Khusus

Penanggulangan.
e. Bidang Tanggap Darurat dan Logistik,

membawahkan:
1. Subbidang Operasi dan Tanggap Darurat;
2. Subbidang Logistik dan Bantuan Darurat; dan
3. Subbidang Komando dan Informasi

Penanggulangan Bencana.
f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

membawahkan:
1. SubbidangRehabilitasi;
2. Subbidang Rekonstruksi; dan
3. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pasca

Bencana.
g. Kelompok JF

(21 Bagan Strulrtur Organisasi Badan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yalg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagran Ketiga..... /6
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 4
(1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bencala
Daerah serta bidang penanganan kebakaran yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
diberikan Gubernur.

(21 Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perlrmusan kebijakan teknis di bidang bencana

daerah serta bidang penanganan kebakaran sesuai
dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang bencana Daerah
serta bidang penanganan kebakaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
bencala Daerah serta bidang penanganan
kebakaran;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelaksana Teknis; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur.

Paragral 2
Kepala Badan

Pasal 5
(1) Kepala Badan sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, mengarahkan,
menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan Badan di bidang bencana Daerah serta bidang
penanganan kebakaran.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian pen5,'usunan rencana program

Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang
bencana daerah serta bidang penanganan kebakaran
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. penJrusunan rencana strategis Badan berdasarkan
rencana strategis pemerintah Daerah melalui usulan
program, permasalahan dan skala prioritas untuk
kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

c. pengoordin asian. . . . . /7



c pengoordinasian dan penetapan rencana kerja
Badan dengan mengarahkan dan memberi petunjuk
untuk ketepatan percepatan sasaran program;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan
berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
pendistribusian tugas kepada Sekretariat, Bidang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar
kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja
masing-masing:
penandatanganan naskah Badan sesuai dengan
kewenangannya untuk tertib administrasi:
penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
sinkronisasi program;
pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan
permasalahan tepat sasaran;
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian
program;
pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
optimalisasi tugas;
pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan
cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai
dengan peraturan/pedoman dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai;
pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program
sekretariat, bidang berdasarkan realisasi tingkat
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
pelatsanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan.

d

e

f.

h

I

J

k

I

m

n

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 6
(1) Sekretariat sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan penyusunan rencana dan program kerja,
pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan,
kerumahtanggaal, dan kepegawaian.

(21 Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pen,'usunrrn rencana dan program kerja Sekretariat;

-7 -

b. pelaksanaan...../8
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b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan
rencana dan program kerja serta anggaran Badan;

c. pelaksanaan pengoordinasian penJ rsunan dan
penyajian data statistik lingkup Badan;

d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
e. pengelolaan barang milik daerah lingkup Badal;
f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian

Badal;
h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan,

kerja sama, perundang-undangan, kearsipal,
perpustakaan, hubungal masyarakat dan protokol
Badan;

i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik
di lingkungan Badan;

j. pelaksanaan evaluasi dal pelaporan pelaksanaan
program dan kegiatan Badan;

k. pelaksanaan pemantauan, eva-luasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Sekretariatmembawahkan:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7
(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai
tugas:
a. men1rusun rencana kerja Subbagian Program dan

Pelaporal;
b. mengoordinasikan pen5rusunErn dokumen

perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencara
Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
Perjanjian Kineg'a (PK) sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan ;

c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan
di lingkup Badan;

d. melaksanakan pengoordinasian dan
pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan
DPA/DPPA dari unit kerja di lingkup Badan;

e. mengoordinasikan penyusunzrn, pengolahan dan
penyajian data statistik dan informasi profil Badan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

g. melaksanakan..... / 9
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g. melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan
dengan unit kerja di lingkup Badan dan pen)'usunan
dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), Laporal Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Akhir Masa
Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD),
laporan realisasi kine{a dan keuangan triwulanan
atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan
laporan kedinasan lainnya;

h. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagran Program dan
Pelaporan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas:
a. pen5rusunan rencana ke{a Subbagian Keuangan dan

Perlengkapal;
b. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan;
c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai

dengan ketentual peraturan perundalg-undangan;
d. pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan

pembayaran, antara lain:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang danjasa

yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui
oleh PAIKPA;

2. kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-
UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan
tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya
yang telah ditetapkan sesuai ketentual
peraturan perundang-undangan yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM
dengan kelengkapannya kepada BUD melalui
bendahara pengeluaran;

g. membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h. membuat laporan pengesahal SPJ, pengesahan

pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register
kontrak/ Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi
pembayaran kontrak;

i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk
kepentingan pengawasan dan pengendalian;

j. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana
kebutuhan barang Badan;

k. mengelola barang. . . .. / 10
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k. mengelola barang milik negara/Daerah lingkup
Badan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

L menyiapkan ba.l.an dan menl'usun laporan keuangan
Badan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

m. melaksanakan pemantauarl, evaluasi, dan pelaporan
pelaksalaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas:
a. meny,usun rencana kerja Subbagian;
b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan

pengiriman surat dan naskah Badan lainnya;
c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan

penggandaan naskah Badan sesuai dengan tata
naskah Badan;

d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan,
keindahan dan kenyamanan lingkungan
perkantoran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan
ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

f. menyiapkan dan meneliti bahan peny'usunan produk
hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan
fungsi Badan;

g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan
Badan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
perpustakaan;

i. menyiapkan bahan ke{a sama teknis Badan;
j. menyr.rsun jadwal dal mengelola rapat Badan,

kunjungan tamu Badan, dan acara kedinasan
lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang
berlaku;

k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;

1. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja
pegawai;

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbagian; dan

n. melaksanakal tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragral 4...../ll
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Paragraf 4
Bidalg Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8
(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,
dan pemberdayaan masyaralat pada prabencana serta
pengurangan risiko bencana.

(21 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan,

mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pengurangan risiko bencana;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada
prabencana serta pengurangan risiko bencana;

c. pelaksanaan ke{a sama dengan instansi atau
lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan pada prabencana serta pengurangan
risiko bencana;

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di
bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan
masyarakat pada prabencana serta pengurangan
risiko bencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaga€rn, membawahkan:
a. SubbdangPencegahan;
b. Subbidang Kesiapsiagaan; dan
c. Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini.

Pasal 9
(1) Subbidalg Pencegahan sebagaimana dimalsud dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbidang Pencegahan;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebdakan teknis yang berkenaan dengan pencegahan
prabencana;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan pencegahan prabencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan hubungan ke{a dengal Perangkat
Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/ atau
Iembaga terkait lainnya di bidang pencegahan
prabencana;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan analisis risiko bencana;

f. melaksanakan..... / 12
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f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan
koordinasi pelaksanaan sosia-lisasi dan simulasi
terkait pencegahan kebencaaaan;

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbidang; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

(21 Subbidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana ke{a Subbidang;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan
kesiapsiagaan prabencana;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan kesiapsiagaan prabencana;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan hubungan kerja dengan Perangkat
Daerah, instansi vertikal di Daerah, dan/atau
lembaga terkait lainnya di bidang kesiapsiagaan
prabencana;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan analisis risiko bencana;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan penyusunzrn dan rencana kontijensi
bencana;

g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelal<sanaan penetapan titik lokasi evakuasi;

h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan
koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan simulasi
terkait kesiapsiagaan kebencanaan;

i. melaksanakan penyiapan bahan supervisi
kesiapsiagaan kebencanaan;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan
penyajian data yang berkenaan dengan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana Daerah;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbidang Pencegahan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinal.

(3) Subbidang Mitigasi dan Sistem Peringatan Dini
sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 8 ayat (3) huruf c,
mempunyai tugas:
a. men5rusun rencana kerja Subbidang Mitigasi dan

Sistem Peringatan Dini;
b. menyiapkan bahan dan merumuskan konsep

kebijakan teknis yang berkenaan dengan mitigasi dan
sistem peringatan dini;

c. menfapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis
yang berkenaan dengan mitigasi dan sistem
peringatan dini;

d. melaksanakan penyiapan bahal dan koordinasi
pelaksanaan pen5msunan dan penyebarluasan
mitigasi bencana;

e. melalsanakan..... I 13
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e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan pen5rusunan bahan informasi
peringatan dini bencana kepada masyarakat;

f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi
pelaksanaan sosialisasi pedoman mitigasi bencana;

g. menyusun program, pengoordinasian, pembinaan,
pengendalian dan evaluasi kegiatan mitigasi bencana;

h. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis
dan ke4'a sama pendidikan, pelatihan dan
penlrrluhan mitigasi bencana;

i. menyiapkal bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan
dan menJrusun laporan kinerja kesiapsiagaan
terhadap ancam€rn bencana, pengembangan dan
penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan
kegiatan mitigasi bencana;

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Subbidang Mitigasi dan Sistem
Peringatan Dinl dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Penanggulangan Kebalaran dan

Penyelamatan

Pasal 10
(1) Bidalg Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d
mempunyai tugas melaksanakan merumuskan bahan
kebijakan teknis dan bahan koordinasi Pemadaman dan
Penyelamatan, Investigasi dan Pencegahan Kebakaran,
serta Pelatihan dan Operasi Khusus Penanggulangan.

(21 Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan rancangan strategis kebakaran dan

pengendalian operasi penanggulangan bencana yang
inovatif berdasarkan standar kerja pemadam
kebakaran darr peraturan yang berlaku;

b. perumusan rencana kerja, pengoordinasian,
pembinaan, pengendalian, pengembangan,
mensosialisasikan dan evaluasi kegiatan pemadam
kebakaran, penyelamatan, kegiatan bantuan teknis
dal pengenda-lian operasi penanggulangan bencana;

c. perumusan dan pen]rusunan rencana dan
pelaksanaan per:gtjianlreuieu terhadap kinerja
petugas pemadam kebakaran melalui hasil
pemeriksaan kesehatan secara berkala agar tim
pemadam kebakaran tetap tangguh dan andal dalam
melaksanakan tugas;

d. perumusan dan peny'usunan r€rncangan program dan
melaksanakan pemantauan/evaluasi kebijakan dan
regulasi telo:is bidang kebakaran dan pengendalian
operasi penanggulangan bencana;

e. penerimaan.....l14


